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WALIKOTA BONTANG
PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR        TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK / E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang
:
a.
bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Bontang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu;
b.  bahwa agar tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik /e-government di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang; 

Mengingat 
:
1.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik indoesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 
PERATURAN WALIKOTA  TENTANG  PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK / E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bontang;

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bontang;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bontang selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

5. e-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bontang yang selanjutnya di sebut DISKOMINFOTIK adalah SKPD yang bidang tugasnya menangani e-government;
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sistem pengelolaan informasi dan komunikasi yang menggunakan seperangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk merekam, menyimpan dan mengolah data sehingga menjadi informasi bermanfaat yang dapat disebarluaskan kepada pihak yang membutuhkan;
8. Tatakelola Teknologi Informasi adalah penyusunan spesifikasi dari kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan TIK yang melingkupi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian dan pemeliharaan sistem;

9. Rencana Induk (master plan) yang selanjutnya disebut rencana induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan      e-government;
10. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program dan produk dalm rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.;

11. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, selanjutnya disebut e-government adalah pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
12. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu kesatuan sistem yang mencakup prosedur-prosedur, program, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan (mengolah) data dan informasi untuk membantu penyelesaian pekerjaan tertentu;
13. Sistem Aplikasi adalah rangkaian prosedur yang dijalankan secara otomatis dalam melakukan proses terhadap informasi yang digunakan dalam suatu instansi;
14. Source Code adalah suatu rangkaian pernyataan dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dikonversi dan dieksekusi sebagai aplikasi program komputer;
15. Sistem Jaringan adalah jaringan internet dan intranet yang menghubungkan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
16. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah teknologi dan fasilitas dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi, sistem manajemen database, jaringan, dan fasilitas yang mendukung Sistem Jaringan;
17. Pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan informasi;
18. Pusat pemulihan data merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data dan informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam ataupun manusia;
19. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan. atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
20. Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem atau produk untuk bekerja sama dengan sistem atau produk lain;
21. Laman daring (website) adalam kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet;
22. Internet Protokol atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan untuk pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer yang berbasis TCP/IP;
23. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi  melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;
24. Sub Domain adalah anak domain yang merupakan bagian dari domain utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah website atau sistem aplikasi;
25. Personil adalah sumberdaya manusia yang diperlukan untuk merencanakan, mengorganisir, mendapatkan, menerapkan, menyampaikan, mendukung, memonitor dan mengevaluasi informasi;
26. Perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer dan alat pendukungnya;
27. Perangkat lunak adalah data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer;
28. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
29. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainya;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur tata kelola teknologi informasi meliputi proses perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan serta monitoring dan evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan e-government di Kota Bontang.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

a. menjamin terciptanya interoperabilitas dan sinergitas dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pembangunan, pengembangan, pengelolaan serta monitoring dan evaluasi;

c. mengatur pemanfaatan sarana TIK di lingkungan pemerintah Kota Bontang;
d. melindungi dan mengamankan data, informasi, perangkat keras, perangkat lunak serta produk-produk TIK lainya yang dimiliki Pemerintah Kota Bontang. 

BAB III
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
Pasal 5
(1) e-government diselenggarakan oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
(2) setiap penyelenggaraan e-government yang dilakukan oleh SKPD harus dikoordinasikan dengan DISKOMINFOTIK dan SKPD lain yang terkait;
(3) dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DISKOMINFOTIK mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. menyusun rencana induk e-government Pemerintah Kota Bontang;
b. Mengelola peralatan jaringan internet dan intranet, penyediaan bandwidth setiap SKPD serta perangkat lunak dan aplikasi yang diperlukan untuk pengembangan e-government;
c. Mengembangkan kerjasama e-government dengan pihak lain untuk kemajuan pembangunan Kota Bontang;
d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan e-government;
e. Melakukan pemblokiran jaringan dan aplikasi pada SKPD yang digunakan bukan untuk peruntukanya dan/atau dapat mengganggu sistem jaringan e-government;
f.    Mengakuisisi, mengelola, menyimpan dan menyebarluaskan data dan informasi dari setiap SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. Melakukan integrasi data elektronik;
h. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh SKPD untuk membahas perencanaan     e-government.

BAB IV
DOKUMEN RENCANA INDUK E-GOVERNMENT
Pasal 6
(1) Pemerintah Kota Bontang menyusun rencana induk e-government yang selaras dengan tujuan pemerintahan dan pembangunan;
(2) Rencana induk e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan dan pedoman bagi SKPD dalam pengembangan  e-government Kota Bontang;
(3) Dokumen rencana induk e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DISHUBKOMINFO.
BAB V
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7
(1) 
Infrastruktur teknologi informasi mencakup semua perangkat teknologi informasi yang ada di Pemerintah Kota Bontang, meliputi perangkat keras, perangkat lunak sistem, perangkat lunak pengolah data, sistem jaringan dan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung jalannya aplikasi pemerintah daerah Kota Bontang;
(2) 
Infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh seluruh SKPD adalah milik pemerintah Kota Bontang.

Bagian Kedua
Perencanaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pasal 8
(1) 
Perencanaan infrastruktur teknologi informasi dibuat dan diupdate secara reguler sesuai dengan rencana induk e-government;
(2) 
Apabila terjadi perubahan terhadap rencana infrastruktur teknologi informasi, perubahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan resiko yang terkait.

Bagian Ketiga
Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pasal 9
 (1) Pengadaan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi yang diajukan oleh setiap SKPD dilakukan secara terkoordinasi dengan DISHUBKOMINFOTIK;
 (2)
Pengadaan infrastruktur teknologi informasi dalam bentuk jaringan internet dan intranet, bandwidth serta sistem jaringan yang pemanfaatannya diperuntukkan bagi seluruh SKPD dilakukan oleh DISHUBKOMINFOTIK;
(3)
Pengadaan infrastruktur teknologi informasi yang pemanfaatanya diperuntukkan bagi internal SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Pasal 10
(1) DISHUBKOMINFOTIK menyediakan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan layanan Pemerintah Kota Bontang;
(2) SKPD tidak diperkenankan mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
(3) Seluruh perangkat server yang dikelola oleh SKPD dipusatkan di pusat data yang dikelola oleh DISHUBKOMINFOTIK.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi
Pasal 11
(1) Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi meliputi jaringan di Pemerintah Kota Bontang yang menghubungkan antar SKPD dan jaringan internet (hotspot) untuk layanan masyarakat umum merupakan tanggung jawab DISHUBKOMINFOTIK;
(2) Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk menghubungkan data dan informasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dan peningkatan pelayanan kepada publik dalam berhubungan secara digital dengan dunia luar.
Pasal 12
(1) Infrastruktur teknologi informasi dikembangkan menggunakan wireless, kabel fiber optik dan segala aksesorinya sebagai backbone;
(2) Pemutusan sementara dan/atau penutupan  akses internet pada SKPD dapat dilakukan guna pengaturan kapasitas dan pengawasan terhadap akses internet yang dilarang;
(3) Standar dan prosedur pemutusan sementara dan/atau penutupan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pedoman yang akan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
Pasal 13

(1) Komputer yang terhubung atau teknoneksi dengan infrastruktur teknologi informasi Pemerintah Kota Bontang menggunakan IP yang dikelola oleh DISHUBKOMINFOTIK;
(2) DISHUBKOMINFOTIK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.

Bagian Kelima
Keamanan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pasal 14
(1) Pengelolaan teknologi informasi harus menjamin keamanan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dari segala kemungkinan resiko yang merugikan pengguna maupun Pemerintah Kota Bontang;
(2) DISHUBKOMINFOTIK bertanggung jawab atas keamanan keamanan infrastruktur teknologi informasi;
(3) Standar dan prosedur keamanan infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang akan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
BAB VI
PERANGKAT LUNAK TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15
(1) Perangkat lunak teknologi informasi mencakup sistem operasi, aplikasi dan website;
(2) Perangkat lunak teknologi informasi yang digunakan oleh SKPD merupakan milik pemerintah Kota Bontang;
(3) Sistem aplikasi dan website yang dikembangkan oleh masing-masing SKPD harus disimpan di pusat data Pemerintah Kota Bontang yang dikelola oleh DISHUBKOMINFOTIK.

Bagian Kedua
Sistem Aplikasi dan Website
Pasal 16
Semua layanan e-government menggunakan sistem aplikasi berbasis web, baik yang sifatnya internal di lingkungan satu SKPD, antar SKPD (back-office), atau publik (front-office).
Bagian Ketiga
Perencanaan Aplikasi dan Website
Pasal 17
(1)
perencanaan aplikasi dan website Pemerintah Kota Bontang dilakukan oleh masing-masing SKPD berdasarkan kebutuhan SKPD dan berpedoman pada cetak biru sistem aplikasi yang terdapat dalam rencana induk e-government;
(2) 
perencanaan aplikasi dan website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan DISHUBKOMINFOTIK untuk keperluan integrasi aplikasi;
(3)
perencanaan aplikasi dan website harus memperhatikan kebutuhan interoperabilitas dan standar kemananan informasi.
Bagian Keempat
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

Pasal 18
(1) 
pengembangan aplikasi oleh masing-masing SKPD harus mengacu para perencanaan aplikasi dan website sebagaimana dimaksud pada pasal 17;
(2)
pengembangan aplikasi harus didasarkan pada platform open source;
(3) 
setiap pengembangan aplikasi harus dilengkapi dokumentasi teknis yang meliputi kode sumber, kebutuhan pengguna, rancangan aplikasi dan basis data, pengujian aplikasi, manual instalasi, manual pengguna, manual admin, meta data dan troubleshooting;
(4)
dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan kepada DISHUBKOMINFOTIK;
(4) 
pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara swakelola atau menggunakan jasa pihak ketiga;
(5)
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan pelatihan teknis operasional serta memberi garansi masa pemeliharaan aplikasi;
(7)
hak cipta atas aplikasi dan source code yang dibangun oleh SKPD menjadi milik Pemerintah Kota Bontang;
(8)
pengembangan aplikasi oleh masing-masing SKPD dilakukan berdasarkan pedoman pengembangan aplikasi dan website serta memperhatikan standar meta data yang akan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
Pasal 19
Pengelolaan aplikasi dilakukan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Pengembangan dan Pengelolaan Website

Pasal 20
(1) website Pemerintah Kota Bontang menggunakan domain dan subdomain bontangkota.go.id sebagai identitas Pemerintah Kota Bontang;
(2) website Pemerintah Kota Bontang sebagai gerbang digital utama yang terintegrasi dengan semua website SKPD dan berisi semua informasi yang terkait Pemerintah Kota Bontang;
(3) pengembangan website oleh masing-masing SKPD harus mengacu para perencanaan aplikasi dan website sebagaimana dimaksud pada pasal 17;
(4) pengembangan website harus didasarkan pada platform open source;
(5) setiap pengembangan aplikasi harus dilengkapi dokumentasi teknis yang meliputi kode sumber, kebutuhan pengguna, rancangan aplikasi dan basis data, pengujian aplikasi, manual instalasi, manual pengguna, manual admin, meta data dan troubleshooting;
(6) dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan kepada DISHUBKOMINFOTIK;
(7) pengembangan website dapat dilakukan secara swakelola atau menggunakan jasa pihak ketiga;
(8) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyelenggarakan pelatihan teknis operasional serta memberi garansi masa pemeliharaan website;
(9) hak cipta atas website dan source code yang dibangun oleh SKPD menjadi milik Pemerintah Kota Bontang;
(10) pengembangan website oleh masing-masing SKPD dilakukan berdasarkan pedoman pengembangan aplikasi dan website serta memperhatikan standar meta data yang akan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
Pasal 21
(1) Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bontang dikoordinir oleh DISHUBKOMINFOTIK;
(2) Pengisian konten website Pemerintah Kota Bontang dilakukan oleh seluruh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, pedoman pengisian konten ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
(3) Masing-masing SKPD wajib memiliki website dan menunjuk seorang pegawai sebagai administrator website.






Bagian Keenam
Surat Elektronik (email)
Pasal 22
(1) Komunikasi kegiatan kedinasan wajib menggunakan alamat email resmi Pemerintah Kota Bontang dengan domain @bontangkota.go.id;
(2) Pedoman penggunaan email @bontangkota.go.id sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

BAB VII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 23
(1) Setiap SKPD wajib menyediakan data dan informasi dalam penyelenggaraan e-government untuk keperluan internal dan external sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Setiap SKPD harus menjaga keterkinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi;
(3) Setiap SKPD harus menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
(4) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh SKPD menjadi milik pemerintah daerah dan ditempatkan di pusat data yang dikelola oleh DISHUBKOMINFOTIK.
Pasal 24
Penyebaran data dan informasi ke publik dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 25
DISHUBKOMINFOTIK mengintegrasikan seluruh data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemerintahan.

BAB VIII
KEAMANAN INFORMASI
Pasal 26
Keamanan informasi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan dan integritas data dan informasi.
Pasal 27
(1) DISHUBKOMINFOTIK membuat mekanisme pengelolaan server dan jaringan;

(2) DISHUBKOMINFOTIK harus selalu melakukan backup file dan sistem;

(3) Backup file dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah dan/atau dalam server dan ditelatkkan ditempat aman, terpisah dari ruang pusat data.
BAB IX
PEMELIHARAAN

Pasal 28
(1) DISHUBKOMINFOTIK melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara berkala;
(2) SKPD melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan kerjanya.

BAB X
DOMAIN DAN HOSTING
Pasal 29
(1) Website Pemerintah Kota Bontang menggunakan domain bontangkota.go.id;
(2) Seluruh aplikasi dan website yang dikembangkan oleh masing-masing SKPD wajib menggunakan subdomain .bontangkota.go.id;
(3) DISHUBKOMINFOTIK merupakan pengelola domain dan subdomain bontangkota.go.id;
(4) Pedoman penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 30
(1) Seluruh aplikasi dan website Pemerintah Kota Bontang harus menggunakan Data Center terpusat yang dikelola oleh DISHUBKOMINFOTIK;
(2) Untuk menjamin operasional aplikasi dan website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISHUBKOMINFOTIK memberi jaminan keamanan aplikasi dan website, menerapkan Manajemen Resiko, menyusun standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan melakukan audit minimal sekali dalam setahun.
BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 31
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kualitas pemantaatan teknologi informasi dan komunikasi;
(2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan sumber daya aparatur yang meliputi:
a. Pendidikan;

b. Bimbingan teknis (bimtek);

c. Pendidikan dan pelatihan (diklat); dan

d. Magang kerja.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.
Pasal 32
(1) Setiap SKPD menyediakan sumber daya manusia teknologi informasi sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan;
(2) Setiap SKPD harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan e-government.
BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 33
(1) Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan TIK dibebankan pada APBN, APBD dan/atau sumber-sumber lain yang sah;
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:

a. Penyusunan regulasi dan kebijakan;

b. Penyusunan dokumen perencanaan;

c. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan internet;

d. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
e. Pengelolaan operasional e-government;
f.     Pengembangan sumber daya manusia

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.
Ditetapkan   di Bontang
pada tanggal                  2017
WALIKOTA BONTANG,

Neni Moerniaeni
Diundangkan   di Bontang
pada tanggal                         2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

              SYIRADJUDIN
BERITA  DAERAH  KOTA BONTANG TAHUN   2017   NOMOR 
